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ABSTRAK 

Nur Pazri (2024):  Analisis Sistem Pemberian Upah Pada Usaha Jahit 

Pakaian Kelurahan Pasar Taluk Kota Taluk Kuantan 

Perspektif Ekonomi Syariah. 

Penelitian ini dilatar belakangi oleh banyaknya usaha jahit pakaian pada 

saat ini yang sistem pemberian upahnya dilakukan atau diberikan selalu 

mengalami keterlambatan dalam  pembayarannya. Serta masih adanya hasil 

kinerja karyawan di suatu usaha jahit pakaian yang masih memberikan upah 

kurang sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya.. 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, informan dalam penelitian 

ini adalah para pemilik usaha jahit pakaian di Kelurahan Pasar Taluk Kota Taluk 

Kuantan yang berjumlah 6 orang dan juga 5 orang karyawan yang bekerja di 

setiap usaha jahit pakaian di Kelurahan Pasar Taluk Kota Taluk Kuantan. Total 

informan dalam penelitian ini adalah sebanyak 36 orang. Teknik pengumpulan 

data melalui observasi dan wawancara. Teknik analisis data yang digunakan 

adalah analisis deskriptif.  

Hasil dari penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa pada setiap 

usaha jahit pakaian di Kelurahan Pasar Taluk Kota Taluk Kuantan banyak 

memberikan sistem upah yang berbeda-beda dan tidak sama, sistem upah yang 

diberikan bisa berupa sistem upah borongan, sistem upah kesatuan hasil, sistem 

upah potongan, sistem upah mingguan, sistem upah komisi, sistem upah premi, 

dan sistem upah bulanan. Upah yang diberikan oleh pengusaha jahit sudah 

berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dan karyawannya. Sistem pemberian 

upah pada karyawan sangat berpengaruh besar dalam kehidupan para karyawan, 

sebab mereka yang bekerja tentunya mengharap upah tersebut untuk keberlanjutan 

hidupnya dan keluarga. Jika berdasarkan ekonomi syariah usaha jahit pakaian 

yang ada di Kelurahan Pasar Taluk Kota Taluk Kuantan sudah sesuai dengan 

ekonomi syariah dimana penerapan upah yang dilakukan sudah adil dan juga 

layak, sebab pembayaran upah sudah berdasarkan kesepakatan antara pengusaha 

dan karyawan. Jika upah yang dibayarkan sudah sesuai dengan hasil kinerja 

karyawan, maka karyawan akan bersemangat dalam bekerja serta pekerjaan yang 

dikerjakan akan mendapatkan hasil yang maksimal dan sesuai dengan target 

pesanan dari para konsumen. 

Kata Kunci: Sistem, Upah, Ekonomi Syariah 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam lingkungan bisnis yang berubah-rubah sangat diperlukan 

suatu paradigma baru untuk menghadapinya, paradigma adalah suatu lensa  

yang digunakan untuk memandang dunia dan menentukan sikap yang akan  

menentukan tindakan terhadap sesuatu. Demikian pula dalam suatu usaha, 

jika pengusaha tidak menggunakan peta yang menggambarkan dengan 

akurat lingkungan bisnis dalam suatu usaha, maka pengusaha akan banyak  

melakukan kesalahan dalam mengambil keputusan bisnisnya dan juga 

sumber daya akan terhamburkan secara tidak efektif, sehingga akan 

berakibat buruk kepada usaha yang telah dibangunnya. 

Pada saat ini banyak usaha-usaha di Indonesia menghadapi 

lingkungan bisnis global yang mengalami perubahan secara pesat, dimana  

pemanfaatan teknologi informasi dalam bisnis, semakin banyak digunakan  

dan semakin luas juga revolusi manajemen di seluruh penjuru dunia. Oleh  

sebab itu produk dan jasa yang dihasilkan oleh sebuah produsen di 

Indonesia bagi masyarakat harus bisa menghadapi persaingan global yang  

menuntut digunakannya prinsip-prinsip manajemen baru yang sesuai 

dengan kondisi lingkungan bisnis global. Untuk mampu bertahan, tumbuh,  

dan bersaing maka lingkungan bisnis tersebut, harus bisa merencanakan 

dan mengendalikan manajemen usaha mereka, agar mampu menghasilkan 
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produk dan jasa yang relevan dengan tuntunan konsumen sesuai dengan 

perkembangan global.
1
 

Selain persaingan bisnis, kinerja karyawan juga harus diperhatikan 

dalam suatu usaha, kinerja karyawan adalah kemampuan seorang karyawan 

dalam melakukan pekerjaannya. Alasan mengapa kinerja karyawan sangat 

perlu di perhatikan dalam suatu usaha karena kinerja karyawan yang baik 

akan sangat berpengaruh kepada kemajuan usaha/ bisnis yang telah 

dibangun.
2
 Terutama bagi usaha jahit pakaian yang ada di Kelurahan Pasar 

Taluk yang terletak di Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan 

Singingi, Provinsi Riau, pekerjaan yang dilakukan oleh para pekerja disini 

selalu di pantau oleh atasannya, sehingga jika kinerja para karyawan kurang 

baik, maka atasan akan tegas menanyakan dan menegur karyawan tersebut, 

dan akan menyuruh karyawan tersebut untuk memperbaiki pekerjaannya, 

karena kinerja pekerjaan yang baik akan mempengaruhi dari produk yang 

diciptakan. 

Jika dalam suatu usaha ada kendala dalam kualitas kinerja karyawan 

merupakan permasalahan yang selalu dihadapi oleh setiap pengusaha, maka  

dari itu manajemen suatu usaha harus mengetahui tentang faktor-faktor apa 

saja yang dialami oleh karyawan selama bekerja, sebab dengan mengetahui 

faktor-faktor tersebut maka akan diketahuilah bentuk permasalahan dalam 

                                                           

 1 Moch. Uzeir Mustaqfirin, “Analisis Pemberian Upah Terhadap Kinerja Karyawan di 

Usaha Konveksi Wijaya Tulungagung dalan Perspektif Ekonomi Islam” dalam Jurnal Studi Ilmu 

Keagamaan Islam, Volume 1., No.2., (2020), h.231-232. 

 
2
 Ruslan Abdul Ghafur, Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam, (Lampung: Arjasa Pratama, 

2020), Cet. Ke-1, h. 3. 
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kualitas kinerja karyawan, selain itu dengan mengetahui faktor tersebut 

manajemen suatu usaha akan mengetahui bagaimana jalan keluar dari 

permasalahan yang terjadi. 

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas kinerja 

karyawan yaitu, sikap dan aktivitas kerja, pendidikan dan kesehatan, tingkat 

penghasilan, dan lingkungan kerja, dari keempat faktor diatas tentunya akan 

sangat mempunyai pengaruh besar terhadap kualitas kinerja karyawan.
3
 

Selain itu upah/tingkat penghasilan tentunya sangat mempunyai pengaruh 

yang besar, upah merupakan tanda balas jasa seorang pengusaha kepada 

karyawannya, dengan adanya upah ini maka para karyawan akan 

termotivasi untuk terus semangat bekerja dan juga untuk mencari nafkah 

untuk diri sendiri maupun keluarga. 

Di dalam Islam upah sangat berpengaruh besar untuk meningkatkan 

kinerja karyawan. Prinsip-prinsip dalam pemberian upah di dalam Islam 

yaitu, keadilan, prinsip kemulian derajat manusia, serta prinsip kelayakan 

upah.
4
 Prinsip utama keadilan terletak pada kejelasan akad (transaksi) dan 

komitmen atas dasar kerelaan melakukan (dari pengaruh yang besar, upah 

merupakan tanda balas jasa seorang pengusaha kepada karyawannya, 

dengan adanya upah ini maka para karyawan akan termotivasi untuk terus 

semangat bekerja dan juga untuk mencari komitmen atas dasar kerelaan 

                                                           
3
 Ana Annisa’atun, “Ketentuan Upah” dalam Jurnal Maliyah, Volume 1., No. 1., (2011), h. 

61. 

4
 Ana Annisa’atun, op. cit., h.63 
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melakukan (dari yang ber-akad). Akad dalam transaksi kerja adalah akad 

yang terjadi antara karyawan dan pengusaha, sehingga sebelum karyawan 

di kerjakan, harus jelas terlebih dahulu bagaimana upah yang akan diterima 

oleh karyawan. Upah tersebut meliputi besarnya upah dan tata cara 

pembayaran upah.
5
 

Terpenuhinya hak pekerja dan kewajiban pekerja dalam konsep 

konsep Ibnu Taimiyah disebut dengan harga yang adil atau jujur. Secara 

jelas Ibnu Taimiyah membahas masalah tersebut dengan dua konsep yakni 

kompensasi yang setara(„iwadh al-mitsl) dan harga yang adil (thaman al- 

mitsl). Ibnu Timiyah berkata: “Kompensasi yang setara akan diukur dan 

ditaksir oleh hal-hal yang setara dan itulah esensi dari keadilan (nafs al- 

„adl)”.
6
 

Selain itu menurut Hazbut Tahrir Standar upah seorang pekerja 

ditakar berdasarkan jasa atau manfaat tenaganya, bukan diukur sesuai 

seberapa besar tenaga yang dicurahkan. Besar-kecil nya tenaga yang 

dikeluarkan bukan merupakan standar pengupahan dan juga bukan standar 

jasa bagi dirinya. Dalam hal ini Al-Nabhani mengatakan:
7
 

                                                           
5
 Abdul Azim Islahi, Economic Concepts of Ibn Taimiyah, alih bahasa oleh Anshari Thayib 

Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah, (Surabaya: Bina Ilmu, 1997), Cet, Ke-12, h. 91 

6
 Efa Habibatu Zahro dan Iza Hanifuddin, “Konsep dan Penerapan Ujrah Al-Mitsli Menurut 

Perspektif Ekonomi Islam” dalam Jurnal Dinamika Ekonomi dan Bisnis, Volume 21., No. 1, (2024), 

h. 77 

7
 Ahmad Syakur, “Standar Pengupahan Dalam Ekonomi Islam (Studi Kritis atas Pemikiran 

Hizbut Tahrir)” dalam Jurnal Universum, Volume 9., No. 1, (2015), h. 4 
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Artinya: “Sesungguhnya asas dari penetapan upah adalah manfaat (jasa) 

yang diberikan baik oleh barang, pekerjaan atau orang tersebut. Upah 

tersebut bagi suatu pekerjaan bukanlah nilai maupun harga dari sesuatu 

tersebut. Sedang bagi pekerja, upah tersebut bukanlah produk yang 

dihasilkannya sebagaimana ia bukanlah pemenuhan kebutuhan pokoknya. 

Tidak ada peran sama sekali bagi naik atau turunnya tingkat kebutuhan 

hidup bagi penetapan upah. Karena itu tidak absah mengembalikan 

penetapan upah kepada nilai atau harga sesuatu, hasil produk pekerja serta 

pemenuhan kebutuhan hidupnya, sebagaimana tidak ada peran bagi naik 

atau turunnya tingkat kehidupan bagi penetapan upah tersebut. Penetapan 

upah hanya merujuk kepada satu hal saja, yaitu manfaat (jasa) karena ia 

merupakan akad atas manfaat dengan imbalan.”
8
 

Berdasarkan hadist di atas upah yang diberikan kepada pekerja 

harus sesuai dengan kesepakatan dalam bekerja, sebab pembayaran upah 

bukan berdasarkan harga dari suatu barang yang dihasilkan namun 

berdasarkan kesepakatan yang telah disepakati secara bersama, maka dari 

itu pembayaran upah harus sesuai dengan perjanjian. Jika dalam suatu 

usaha ada naik turunnya maka pembayaran upah tetap harus sesuai 

dengan perjanjian tanpa adanya pengubahan kecuali sudah ada 

pemberitahuan dari awal sebelum karyawan bekerja. 

Hal senada juga dikatakan oleh Hafidz Abdur rahman, salah satu 

tokoh utama Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Abdurrahman menyatakan 

                                                           
8
 Hafidz Abdurrahman, “Cara Islam Mengatasi Masalah Perburuhan dalam Islam”, artikel dari 

http://repository.iainkediri.ac.id/338/1/68-268-1-PB.pdf. Diakses pada 8 Desember 2023.   

http://repository.iainkediri.ac.id/338/1/68-268-1-PB.pdf
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bahwa dalam menentukan gaji karyawan, standar yang digunakan 

oleh Islam adalah manfaat tenaga yang diberikan oleh karyawan, bukan 

living cost terendah. Karena itu, tidak akan terjadi eksploitasi karyawan 

oleh para pemilik usaha. Karyawan usaha taylor dan pegawai negeri 

sama, karena karyawan tersebut mendapatkan upahnya sesuai dengan 

ketentuan upah sepadan yang berlaku di tengah masyarakat.
9
 

Namun masih banyak sekali perusahaan di Indonesia ini 

memberikan upah tidak sesuai dengan jerih payah yang dilakukan oleh 

para pekerja dan terkadang ada perusahaan yang tidak membayarkan 

upah pekerjaan karyawan sesuai dengan kinerja yang diberikan karyawan 

terhadap perusahaan, maka dari hal tersebut kinerja karyawan menjadi 

menurun dan banyak karyawan yang menjadi malas bekerja serta lalai 

dalam melakukan pekerjaannya hanya karena pihak pemilik usaha tidak 

membayar upah yang sesuai dengan kinerjanya, dan juga waktu 

pembayaran upah juga tidak sesuai dengan perjanjian antara pihak 

pemilik usaha dan pekerja. Maka dengan terjadinya hal tersebut peneliti 

mencari inti dari permasalahan tersebut dan bagaimana pemecahan 

masalah tersebut.  

Maka dengan adanya kondisi seperti tersebut negara harus perlu 

menetapkan terlebih dahulu tingkat upah minimum dengan 

mempertimbangkan perubahan kebutuhan dari pekerja golongan bawah 

                                                           

 
9
 Ibid.  
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dan dalam keadaan apapun tingkat upah ini akan jatuh.
10

 Namun dalam 

usaha jahit pakaian upah karyawan bisa saja dihitung dalam bentuk upah 

satuan hasil, upah harian, upah tetap, dan uang lembur. Tetapi terkadang 

ada sebuah usaha jahit tidak memberikan upah karyawan sesuai dengan 

yang dijanjikannya, maka dengan hal tersebut kinerja karyawan akan 

menurun sebab karyawan jenuh jika upahnya tidak sesuai dengan apa 

yang dikerjakannya. 

Pada penelitian ini peneliti melakukan penelitian pada beberapa 

usaha jahit yang ada di Kelurahan Pasar Taluk, Kota Taluk Kuantan, usaha 

jahit tersebut adalah sebagai berikut:  

Tabel I. 3 Penjahit Kelurahan Pasar Taluk Kota Taluk Kuantan 

No Penjahit Kriteria Usaha Lama Usaha 

1. Nova Taylor Borongan, pribadi. 26 tahun 

2. Enek Taylor Borongan, pribadi. 23 tahun 

3. Dede Taylor Pribadi. 17 tahun 

4. Eka Taylor Pribadi. 6 tahun 

5. Deni Taylor Pribadi. 7 tahun 

6. Tugu Pelajar Taylor Pribadi. 17 tahun 

 

Sumber: Penjahit Kelurahan Pasar Taluk Kota Taluk Kuantan, 2024. 

Dari ke-enam usaha jahit ini tentunya memiliki sistem pengupahan 

yang berbeda ada yang pengupahan borongan, upah tetap, upah harian 

                                                           
         

10
 Ruslan Abdul Ghafur, op. cit, h. 20 
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dan upah lembur. Usaha-usaha jahit di atas memiliki 5-7 orang karyawan, 

terkadang ada penambahan karyawan jika adanya pesanan baju sekolah 

yang banyak, maka ketika banyaknya pesanan seperti ini pihak pemilik 

usaha akan mengupahnya dengan sistem borongan, namun jika pada hari-

hari biasa gaji karyawan diberikan sesuai dengan jumlah pesanan 

konsumen yang diselesaikan. 

Selain itu upah juga berdasarkan tugas yang dilakukan oleh para 

karyawan, misalnya karyawan ditugaskan menjadi tenaga potong kain 

maka gajinya berbeda pula dengan karyawan yang memiliki tugas 

menjahit pakaian. Misalnya pada tenaga potong diberikan gaji sebesar 

Rp. 18.000-Rp. 20.000/potong, upah ini biasanya di berlakukan pada 

sistem borongan, sedangkan pada hari biasa sistem upah pada karyawan 

tenaga potong biasanya Rp. 35.000/potong.
11

  

Berdasarkan masalah yang telah di analisis, maka menurut penulis 

masalah pemberian upah dalam kinerja karyawan perlu diteliti karena 

teori yang sudah dipelajari terkait sistem pemberian upah dalam kinerja 

karyawan di usaha jahit pakaian dalam perspektif ekonomi syariah tidak 

sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan, hal ini akan merugikan 

kedua belah pihak yaitu, pemilik usaha maupun para karyawannya. 

Pemilik usaha kurang pelanggan karena terlambat memberikan pesanan 

pakaian tersebut karena para karyawan yang mengundurkan diri dan tidak 
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 Mushardi, Pemilik Usaha Jahit Nova Taylor, Wawancara, Taluk Kuantan, 6 September 
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ada yang mengerjakannya, begitu juga dengan karyawan akan susah 

payah mencari pekerjaan yang lain untuk mencukupi kebutuhan hidup 

keluarganya sehari- hari. 

Dengan paparan diatas maka Penulis mengambil keputusan untuk 

memilih judul skripsi yang berjudul “Analisis Sistem Pemberian Upah 

Pada Usaha Jahit Pakaian Kelurahan Pasar Taluk dalam Perspektif 

Ekonomi Syariah”. 

B. Batasan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka 

penulis hanya membatasi beberapa masalah yang muncul pada Pemberian 

upah terhadap kinerja karyawan pada usaha jahit pakaian dalam perspektif 

ekonomi syariah.  

C. Rumusan Masalah 

Searah dengan latar belakang masalah yang di paparkan di atas fokus 

penelitian dapat di rumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut: 

1. Bagaimana sistem pemberian upah pada usaha jahit pakaian di 

Kelurahan Pasar Taluk Kota Taluk Kuantan? 

2. Bagaimana tinjauan ekonomi syariah terhadap sistem pemberian upah 

pada usaha jahit pakaian di Kelurahan Pasar Taluk Kota Taluk 

Kuantan? 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut: 
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a. Mengetahui sistem pemberian upah usaha jasa jahit pakaian di 

Kelurahan Pasar Taluk Kota Taluk Kuantan. 

b. Mengetahui tinjauan ekonomi syariah terhadap sistem pemberian 

upah yang dilakukan oleh pemilik usaha jahit pakaian di Kelurahan 

Pasar Taluk Kota Taluk Kuantan. 

2. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1) Manfaat Teoritis 

Untuk mengetahui hukum ekonomi syariah tentang pemberian 

upah terhadap kinerja karyawan dalam suatu usaha. Serta penulis 

berharap penelitian ini dapat digunakan untuk memberikan 

kontribusi terhadap mahasiswa yang membutuhkan bahan untuk 

diskusi.  

2) Manfaat Praktis 

Informasi yang di dapatkan dalam penelitian ini dapat 

menambahkan ilmu pengetahuan untuk mengetahui metode 

usaha khususnya di bidang jasa menjahit dan memperoleh suatu 

gambaran yang lebih mendalam tentang sistem pembayaran 

upah karyawan di Usaha Jasa Jahit Pakaian di Kelurahan Pasar 

Taluk, Kecamatan Kuantan Tengah, dan bagaimana upah 

tersebut dapat mempengaruhi kinerja karyawan dalam usaha 

jasa jahit pakaian tersebut, dan bagaimana pandangan agama 

Islam terhadap pemberian upah tersebut. 
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Selain itu dengan adanya penelitian ini, penulis berharap 

penelitian ini dapat dijadikan dan dapat memberikan referensi 

untuk penelitian selanjutnya dengan tema yang sama namun 

dengan variabel yang berbeda. 

E. Sistematika Penulisan  

Sistematika penulisan merupakan uraian secara garis besar 

mengenai apa yang menjadi dasar atau acuan dari suatu penelitian. 

Sistematika penulisan akan disajikan secara menyeluruh untuk 

memudahkan dalam melakukan penulisan dan memahami penelitian ini 

ditulis dalam sistematika sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

  Bab ini merupakan bab pendahuluan terdiri dari latar belakang 

masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat 

penelitian. 

              BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini terdiri dari kerangka teori, penelitian yang relevan 

(penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang sedang 

dilakukan. 

     BAB III : METODE PENELITIAN 

Menguraikan secara jelas tentang jenis dan pendekatan 

penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, 

sumber data, responden penelitian, teknik pengumpulan data 

dan teknik analisis data.  
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BAB IV : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Berisikan hasil penelitian berupa temuan umum dan temuan 

khusus penelitian, serta pembahasan hasil penelitian. 

BAB V   : KESIMPULAN DAN SARAN 

 Bab ini berisi kesimpulan dan saran hasil penelitian yang sudah 

dilakukan. 
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BAB II 

TINJAUAN KEPUSTAKAAN 

A. Sistem Pengupahan 

1. Pengertian Upah 

Ijarah (Upah) menurut bahasa, adalah Al-Itsabah 

(memberi upah). Sedangkan menurut istilah fiqih ialah pemberian 

hak pemanfaatan dengan syarat ada imbalan. Disyaratkan pula 

agar upah dalam transaksi Ijarah disebutkan secara jelas.
12

 

Sedangkan menurut pernyataan Prof Benham dalam buku Afzalur 

Rahman: “Upah dapat didefinisikanu dengan sejumlah  uang 

yang dibayar oleh orang yang memberi pekerjaan kepada 

seorang pekerja atas jasanya sesuai perjanjian”.
13

 Adapun 

pengertian upah lainnya yaitu upah berasal dari kata “al- iwadlu” 

(ganti), upah atau imbalan. Konsep upah muncul dari kontrak 

ijarah, yaitu pemilik jasa seseorang ajir (orang yang dikontrak 

tenaganya) oleh musta‟jir (orang yang mengontrak tenaga). Ijarah 

merupakan transaksi terhadap jasa tertentu yang disertai dengan 

konpensasi dan imbalan tersebut berupa al-ujrah (upah).
14

 

Adapun bentuk lain dari konsep ijarah yaitu merupakan 
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 Muhammad Ismail Yusanto & Muhammad Karebet Widjajakusuma, Menggagas 

BisnisIslami, (Jakarta: Gema Insane Press,2002) Cet. Ke-1, h. 193. 
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 Afzalur Rahman, Dokrin Ekonomi Islam, (Yogyakarta: PT Bhakti Wakaf,1995) Cet. Ke-

2, h.361. 
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 Cahaya Murni, “Sistem Upah Karyawan Honorer Dikabupaten Bengkulu Tengah 

Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Ekonomi Islam”, (Disertai: IAIN Bengkulu, 2012), h. 34. 
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akad sewa sebagaimana yang telah terjadi pada umumnya. Hal 

yang harus diperhatikan dalam akad ijarah ini adalah bahwa 

pembayaran oleh penyewa merupakan timbal balik dari manfaat 

yang telah ia nikmati. Maka yang menjadi objek dalam ijarah 

adalah manfaat itu sendiri, bukan bendanya. Benda bukanlah 

objek akad ini, meskipun akad ijarah kadang-kadang menganggap 

benda sebagai objek dan sumber manfaat. Dalam akad ijarah tidak 

selamanya manfaat diperoleh dari sebuah benda, akan tetapi juga 

bias berasal dari tenaga manusia. Ijarah dalam pengertian ini bias 

disamakan dengan upah-meupah dalam masyarakat.
15

  

Setelah melihat pengertian upah diatas dapat dipahami 

bahwa upah adalah sejumlah uang yang dibayar oleh pemilik 

perusahaan kepada para pekerjanya sesuai dengan perjanjian yang 

telah ditetapkan antara kedua belah pihak. Selain itu untuk 

pembayaran upah juga disesuaikan dengan tenaga yang telah 

dikeluarkan oleh para pekerja atau karyawannya dalam bidang 

jasa yang dilakukannya. 

2. Jenis-jenis Upah 

Dalam fiqih mu’amalah pah dapat diklasifikasikan menjadi dua: 

1) Upah yang telah disebutkan (ajrun musamma) adalah upah 
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 M. Yazid Affandi, Fiqih Muamalah dan Implementasinya dalan Lembaga Keuangan 

Syariah, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009) Cet. Ke-1, h. 180. 
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yang sudah disebutkan itu syaratnya ketika disebutkan 

harus disertai kerelaan kedua belah pihak yang 

berakad.Upah yang sepadan (ajrun mitsli) adalah upah 

yang sepadan dengan kerjanya serta sepadan dengan 

kondisi pekerjanya (profesi kerja) jika akad ijarahnya telah 

menyebutkan jasa (manfaat) kerjanya. 

Dilihat dari segi objeknya, akad ijarah (upah) dibagi menjadi 2, 

yaitu: 

1) Ijarah manfaat (al-ijarah ala al-manfa‟ah), misalnya 

sewa- menyewa rumah, kendaraan, pakaian, dan 

perhiasan. Dalam hal ini mu‟ajjir mempunyai benda-

benda tertentu dan musta‟jir butuh benda tersebut dan 

terjadi kesepakatan antara keduanya. Sehingga dengan 

adanya sewa-menyewa benda tersebut maka yang 

mempunyai benda tersebut akan diberikan imbalan, jika 

benda tersebut mempunyai manfaat yang syara‟ maka 

akan terjadi kesepakatan sewa-menyewa. 

2) Ijarah yang bersifat pekerjaan (al-ijarah ala al-a‟mal) 

ialah dengan cara memperkerjakan seseorang untuk 

melakukan suatu pekerjaan. Ijarah seperti ini menurut 

ulama fikih hukumnya boleh apabila jenis pekerjaan itu 

jelas, seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik 

dan buruh tani. Ketika memperkejakan seseorang tersebut 
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maka mu‟ajjir harus memberikan upah atau imbalan 

berupa uang yang telah disepakati sebelumnya dengan 

musta‟jir atau orang yang mempunyai keahlian, tenaga 

dan jasa dalam pekerjaan.
16

 

3. Prinsip Penetapan Upah dalam Islam 

Prinsip Penetapan Upah dalam Islam secara konvensional 

memiliki perbedaan yang mendasar dalam dua hal. Pertama 

dalam hal moral, Islam memandang dalam pengupahan ini sangat 

erat kaitannya dengan konsep moral. Hal ini berarti bahwa dalam 

pengupahan harus ada rasa kemanusiaan dan persaudaraan yang 

terjalin antara pemilik usaha dan karyawannya. Sementara itu, 

pengupahan dalam sistem konvensional tidak mengenal konsep 

moral, yang berarti bahwa kurang atau tidak memperhatikan rasa 

kemanusiaan dan persaudaraan antara kedua belah pihak yang 

saling bekerjasama. Kedua aspek batasan dalam pengupahan, 

dalam Islam pengupahan tidak hanya sebatas materi (keduniaan), 

tetapi juga beraspek akhirat yang dinamakan dengan pahala. 

Aspek akhirat ini tidak terlepas dari aspek dunia yaitu moral. 

Konsep moral merupakan hal yang sangat penting guna 

memperoleh pahala yang beraspek akhirat.
17
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 M.Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,  
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Pengupahan tidak terlepas dari prinsip-prinsip muamalat, 

karena pengupahan merupakan akibat yang ditimpulkan dari 

kegiatan manusia bermuamalat. Prinsip-prinsip muamalat ini 

dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1) Hukum asal segala bentuk muamalat adalah mubah 

prinsip hukum ini merupakan asas hukum Islam bidang 

muamalat. Hukum Islam memberikan kebebasan membuat 

bentuk atau jenis muamalat baru sesuai dengan kebutuhan. 

Asas ini dirumuskan bahwa asas segala sesuatu itu boleh 

dilakukan sampai ada dalil yang melarangnya. Dalam 

transaksi atau perjanjian (aqad) muamalat menunjukkan 

bahwa bentuk- bentuk transaksi muamalat apapun dapat 

dibuat, selama tidak ada larangan khusus mengenai 

transaksi tersebut. Dalam hukum muamalat mengenai asas 

kebebasan berkontrak, sebagaimana rumusan kaidah 

hukum Islam yang menegaskan bahwa pada asasnya akad 

itu adalah kesepakatan para pihak, dan akibat hukumnya 

adalah apa- apa yang mereka tetapkan atas diri mereka 

melalui janji. 

2) Muamalat dilakukan atas dasar suka kebebasan 

berkehendak para pihak yang melakukan transaksi 

muamalat sangat diperhatikan dalam hukum Islam. 

Pelanggaran terhadap kebebasan kehendak ini berakibat 
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tidak dapat dibenarkannya suatu bentuk atau jenis 

transaksi muamalat. Berhubung kebebasan kehendak 

merupakan urusan batin seseorang, maka sebagai 

konkretisasinya dalam bentuk ijab dan qabul. Substansi 

yang terkandung dari ijab qabul adalah perizinan (ridho, 

persetujuan), sedang wahana penandanya adalah ijab dan 

qabul. 

3) Muamalat dilakukan atas dasar menarik manfaat dan 

menolak madharat Prinsip mendatangkan maslahah dan 

gil/omenarik madharat merupakan ruh dan semangat 

hukum yang diterapkan oleh Al-Qur’an dan Al-Hadits. 

Akibat dari prinsip ini, maka segala bentuk muamalat 

yang merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat tidak 

dibenarkan oleh hukum Islam termasuk gharar. Makna 

gharar adalah suatu yang tidak diketahui dengan pasti 

benar atau tidaknya. 

4) Muamalah dilakukan atas dasar menegakkan keadilan, 

bentuk muamalat yang mengandung unsur penindasan 

tidak 

dibenarkan dalam hukum Islam. Prinsip hukum keadilan 

ini membawa sebuah teori dalam hukum Islam bahwa 

keadilan yang diwujudkan dalam setiap transaksi 

muamalat adalah keadilan yang seimbang, artinya 
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keadilan yang dapat memelihara dua kehidupan yaitu 

hidup yang sementara (dunia) dan hidup yang abadi 

(akhirat). Dalam konteks kehidupan ekonomi, menitik 

beratkan pada persaudaraan dan keadilan sosial ekonomi 

yang berimbang antara kehidupan material dan spiritual.
18

 

4. Sistem Penetapan Upah Berdasarkan Upah Minimum 

Regional (UMR) 

Dalam ketentuan umum Undang-Undang ketenagakerjaan, 

upah merupakan hak para pekerja yang diterima dan dinyatakan 

dalam bentuk uang sebagai upah atas kerja kerasnya yang 

diberikan oleh pemilik usaha kepada para karyawannya, upah 

yang dibayarkan harus sesuai dengan perjanjian kerja, 

kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan termasuk 

tunjangan bagi para pekerja dan keluarganya.
19

 

Pengupahan yang diberikan oleh pemilik usaha harus 

sesuai juga dengan UMR (Upah Minimum Regional). UMR 

(Upah Minimum Regional) menurut peraturan Menteri Tenaga 

Kerja dan Transmigrasi (Permenakertrans) No 7 Tahun 2013 

tentang upah minimum adalah, upah bulanan terendah yang terdiri 
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Banda Aceh, 2022), h. 33. 
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atas upah pokok termasuk tunjangan tetap yang di tetapkan oleh 

gubernur sebagai jaring pengamanan.
20

 Setiap daerah memiliki 

standar kebutuhan hidup layak yang tidak sama, sehingga 

berpengaruh pada penetapan upah pekerja. Karena itu, upah 

minimum tidak berlaku secara nasional, melainkan untuk wilayah 

tertentu yang meliputi provinsi dan kota/kabupaten, atau juga 

disebut Upah Minimum Regional (UMR). Namun pada tingkat 

kabupaten ada yang namanya Upah Minimum Sektoral 

Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat UMSP adalah Upah 

Minimum yang berlaku secara sektoral di wilayah 

kabupaten/kota.
21

 Pada Kabupaten/Kota yang berada di Provinsi 

Riau tentunya mempunyai UMR atau UMK yang berbeda-beda, 

berikut rinciannya: 

a. UMK Kota Pekanbaru 2024: Rp 3.451.584,95. 

b. UMK Kota Dumai 2024: Rp 3.867.295,41. 

c. UMK Kabupaten Rokan Hulu 2024: Rp 3.360.920,76 

d. UMK Kabupaten Indragiri Hulu 2024: Rp 3.477.188,91. 

e. UMK Kabupaten Kampar 2024: Rp 3.412.764,06. 

f. UMK Kabupaten Bengkalis 2024: Rp 3.693.540,24. 

g. UMK Siak 2024: Rp 3.465.930,75. 

h. UMK Pelalawan 2024: Rp 3.395.359,03. 
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i. UMK Kabupaten Kuantan Singingi 2024: Rp 

3.467.414,80. 

j. UMK Rokan Hilir 2024: Rp3.332.223,92. 

  Keputusan Gubernur tersebut berlaku sejak 1 Januari 2024. 

Demikian informasi seputar besaran UMK Pekanbaru 2024.
22

 

5. Sistem Penetapan Upah dalam Perspektif Ekonomi Syariah 

Pengupahan yang digunakan sangat erat kaitannya dengan 

pemenuhan kebutuhan para karyawan (pekerja). Agar 

terpenuhinya kehidupan yang layak, penghasilaan dapat 

memenuhi kebutuhan fisik, non fisik dan sosial, yang meliputi 

makanan, minuman, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, 

jaminan hari tua, dan rekreasi. Untuk itu kebijakan pengupahan 

juga harus mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan 

perluasan kesempatan kerja serta meningkatkan kesejahteraan 

pekerja beserta keluarganya. 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 78 Tahun 2015 

Tentang Pengupahan dalam pasal 12 dijelaskan mengenai 

penetapan upah di Indonesia yang berdasarkan satuan waktu 

dan satuan hasil. Sistem pengupahan borongan merupahkan 

salah satu bentuk sistem pengupahan berdasarkan satuan hasil. 

Dimana para pekerja akan mendapatkan upah sesuai dengan hasil 
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pekerjaannya.
23

 

Sistem upah menurut hasil (Output) adalah besarnya 

kompensasi/upah ditetapkan atas kesatuan unit yang dihasilkan 

pekerja, seperti per potong, meter, liter dan kilogram. Upah yang 

dibayarkan selalu didasarkan kepada banyaknya hasil yang 

dikerjakan bukan kepada lamanya waktu mengerjakannya. 

Sedangkan sistem upah borongan adalah balas jasa yang 

di bayar untuk suatu pekerjaan yang diborongkan. Cara 

memperhitungkan upah ini kerap kali dipakai pada suatu 

pekerjaan yang diselesaikan oleh suatu kelompok pekerja, untuk 

seluruh pekerjaan ditentukan suatu balas karya yang ditentukan 

kemudian di bagi-bagi antara pelaksanaan. Cara perhitungan 

sistem upah borongan dan satuan hasil memiliki kesamaan 

dimana hasil yang diperoleh oleh pekerja akan dikalikan dengan 

tingkatan upah yang ditetapkan.
24

 

Pada usaha jahit pakaian di Kelurahan Pasar Taluk ada 

yang menggunakan upah borongan atau satuan hasil. Contoh pada 

upah borongan adalah pada pakaian sekolah yang dimana pada 

usaha jahit pakaian di Kelurahan Pasar Taluk banyak 

menggunakan upah borongan, dimana jika karyawan bisa 
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menyelesaikan satu set (sepasang) baju sekolah akan 

mendapatkan upah Rp. 15.000,00- Rp. 20.000,00. 

Pada pengupahan persatuan hasil itu tergantung dari 

pemilik usaha tersebut, untuk pengupahan ini bisa dilihat dari 

seberapa banyak pakaian yang di selesaikan oleh karyawan, 

biasanya pengupahan satuan hasil dilihat dari pembuatan pakaian 

pribadi atau individu, jika karyawan dalam sebelum bisa 

menyelesaikan jahitan banyak pakaian maka upah yang diberikan 

akan besar pulak. 

Dalam Islam menawarkan suatu penyelesaian yang sangat 

baik atas masalah upah dan menyelamatkan kepentingan kedua 

belah pihak. Upah ditetapkan dengan cara yang paling tepat tanpa 

harus menindas pihak manapun. Setiap pihak memperoleh bagian 

yang sah dari hasil kerjasama mereka tanpa adanya ketidakadilan  

terhadap pihak lain.
25

  

Jadi pengupahan dalam Islam harus bersifat jujur dan adil 

dalam semua pemberiannya, sehingga tidak terjadi tindakan 

kedzaliman terhadap para karyawan.  

6. Keadilan dan Kelayakan Sistem Pengupahan 

Kompensasi adalah semua pendapatan yang berbentuk 

uang, barang langsung atau tidak langsung yang diterima 

karyawan sebagai imbalan atas jasa yang diberikan kepada 
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perusahaan. Karyawan menggunakan keterampilan, pengetahuan, 

tenaga, dan waktu bukan semata-mata untuk mengabdikan diri 

pada perusahaan, tetapi juga mengharapkan kompensasi atau 

imbalan atau pengupahan atas jasa yang telah diberikan. Apabila 

kompensasi atau pengupahan yang diterapkan oleh perusahaan 

sudah tepat dan benar, akan berdampak positif bagi kemajuan 

perusahaan. Akan tetapi bila kompensasi itu diberikan tidak 

memadai atau kurang tepat dapat menimbulkan turunnya kinerja 

karyawan yang akan merugikan perusahaan tersebut.
26

 

Pemberian kompensasi di Indonesia hendaknya mengacu 

pada Komponen Hidup Layak (KHL) yang telah diterapkan oleh 

pemerintah dalam UU No. 13 tahun 2003 tentang Hukum 

Ketenagakerjaan.
27

  Salah satu komponen KHL adalah UMR 

(Upah Minimum Regional). Sebaiknya perusahaan / pemberi 

kerja membuat kesepakatan kerja dan kompensasi yang sesuai 

dengan Komponen Hidup Layak (KHL). Apabila karyawan 

dilanggar hak nya seperti tidak diberikan nya kompensasi yang 

telah ditetapkan dalam kesepakatan kerja , maka karyawan dapat 

melaporkan ke pihak yang berwajib. Beberapa bentuk keadilan 
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dalam kompensasi (pengupahan), yaitu: 

1)  Keadilan Internal 

Keadilan internal dapat terwujud jika karyawan 

memperoleh bayaran sesuai dengan nilai relative pekerjaannya 

dalam perusahaan yang sama. Alat utama untuk menentukan 

keadilan internal adalah evaluasi kerja. Isi pekerjaan (Job 

Content) harus berkaitan dengan kemampuan dan usaha 

karaywan untuk menjalankan pekerjaan tersebut. Sebagai 

contoh, Pekerjaan yang membutuhkan tingkat pengetahuan 

lebih tinggi, karyawan dengan gelar lulusan S1 akan memiliki 

nilai lebih tinggi dibandingkan yang hanya memiliki gelar 

lulusan diploma. Tanpa adanya sebuah evaluasi kerja, 

perusahaan akan lebih susah untuk menetapkan tugas dan 

besarnya kompensasi yang akan diberikan kepada karyawan 

nya. 

2) Keadilan Eksternal 

          Keadilan eksternal atau sering disebut daya saing eksternal 

merupakan posisi kompensasi yang diberikan oleh suatu 

organisasi terhadap seorang karyawan dibandingkan dengan 

kompensasi yang diberikan oleh perusahaan pesaing, tentunya 

untuk seorang karyawan dengan suatu pekerjaan yang bernilai 
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sama. Kebijakan yang memperhatikan daya saing eksternal ini 

mempunyai 2 pengaruh terhadap tujuan (Suhartini, 2005), 

yaitu: 

a) Mendorong penetapan tingkat gaji yang 

mencukupi/memenuhi kebutuhan karyawan dalam rangka 

menghargai dan mempertahankan karyawan. 

b) Mengendalikan biaya karyawan sehingga harga produk 

yang dihasilkan oleh perusahaan dapat tetap bersaing. 

Untuk mempertahankan keadilan eksternal, perusahaan 

harus melakukan survei kompensasi secara periodik. 

Survei tersebut digunakan untuk menyesuaikan tingkat gaji 

karyawan dengan perubahan biaya hidup atau tingkat gaji 

secara umum. 

3) Keadilan Individual 

       Keadilan individual adalah rasa adil yang dirasakan oleh 

seorang karyawan di situasi saat ia telah merasa bahwa input 

yang dia berikan terhadap perusahaan telah dihargai sesuai 

dengan semestinya. Input tersebut meliputi pengetahuan, 

ketrampilan, kemampuan, pengalaman, kerajinan, dan 

kegigihannya. Berdasarkan input tersebut seorang karyawan 

berhak menerima kompensasi seperti gaji, promosi , maupun 
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penugasan yang menarik. Faktor input tersebut yang 

mempengaruhi persepsi keadilan individual seorang karyawan. 

Ketidakadilan indivual yang dirasakan oleh karyawan dapat 

menyebabkan adanya perasaan ketidakpuasan. Jika karyawan 

menerima kompensasi yang lebih rendah daripada input dari 

karyawan tersebut, maka muncul perasaan tidak puas. Hal 

tersebut dapat mempengaruhi motivasi karyawan dalam 

bekerja. Perilaku yang dapat ditunjukkan adalah berkurangnya 

input yang diberikan oleh karyawan terhadap perusahaan 

dikarenakan perasaan ketidakpuasan tersebut.
28

 

Diatas sudah disebutkan beberapa bentuk keadilan dalam dunia 

pekerjaan, tentunya keadilan dalam dunia kerja memilik berbagai makna, 

yaitu: 

1) Adil Bermakna Jelas dan Transparan 

Setiap orang yang beriman wajib untuk menunaikan apa 

yang telah diperjanjikan baik-baik yang berkaitan dengan 

pekerjaan, upah, waktu bekerja dan sebagainya. Jadi di dalam 

memberikan upah agar terlihat jelas dan transparan maka para 

pemilik usaha harus adanya keterbukaan antar karyawannya 

agar hubungan kerja sama yang terjalin dapat berjalan dengan 
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baik dan lancar. 

2) Adil Bermakna Proposional 

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Ahqaf ayat 19: 

ََٓ انَ ًَ َاَعَ َٓىَ فٍََ َٕ نٍََ َٔ َ اَ َٕ هَ ًَ َعَ ا ًَ َيَ َدَرَجَتَ نَكَمَ ََٔ ٌَ َٕ ًَ ٌََظَهَ َلَ َْىَ َٔ َ ىَ

٩١۝ 

Artinya: “Dan setiap orang memperoleh tingkatan sesuai 

dengan apa yang telah mereka kerjakan, dan agar Allah 

mencukupkan balasan perbuatan mereka, dan mereka tidak 

dirugikan.”
29

 

Dan surat An-Najm ayat 39: 

َنٍََسََ ٌَ اَ َاَلَََيَاَسَعَىَََٔ ٌَ ٩٣۝نَلََََْسَا  

Artinya: “Dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang 

telah diusahakannya.”
30

 

Ayat diatas menegaskan bahwa pekerjaan seseorang harus 

dihargai sesuai dengan bobotnya. Upah harus proposional 

dengan tingkat pekerjaan dan produksi. Jika karyawan 

merupakan faktor utama dalam produksi, maka karyawan 

harus lebih dihargai dan dilakukan secara manusiawi. 

Selain keadilan ada juga kelayakan yang perlu di perhatikan 

dalam sistem upah yaitu kelayakan. Islam menjunjung tinggi 

semangat saling percaya, kejujuran dan keadilan serta mendorong 
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semangat kekeluargaan antara pemilik perusahaan dan pekerja. 

Oleh karena itu, perusahaan harus memperlakukan para pekerja 

mereka dengan cara yang sama seperti mereka memperlakukan 

diri mereka sendiri. Realitas ini, pada gilirannya, mewujudkan 

adanya kelayakan yang seharusnya diterima. Pegusaha juga tidak 

diperbolehkan berbuat sewenang- wenang terhadap upah pekerja, 

seperti Dalam hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Umar r.a : 

َ َيانكَرضًَاللهَعُّ، َأَسَبٍ َٔسهى:َعٍ َاللهَصهىَاللهَعهٍّ َرسٕل َقال قال:

"انًسهىَأخَٕانًسهىَلٌََظهًَّٔلٌََسهًّ،َٔيٍَكاٌَفًَحاجةَأخٍَّكاٌَاللهَفًَحاجتّ،َ

َٔيٍَسترَعهىَ َانقٍاية، َيٍَكربٌَٕو َكربة َفرجَاللهَعُّ َكربة ٔيٍَفرجَعٍَيسهى

 .يسهىَسترَِاللهٌَٕوَانقٍاية".َرٔاَِانبخارئَيسهى

"Diriwayatkan dari Ibnu Umar r.a bahwa Rasulullah SAW, pernah 

bersabda: Seorang muslim dan muslim lain adalah saudara. 

Seorang muslim tidak boleh berbuat zalim dan menundukan kaum 

muslim lain. Barang siapa yang membantu kebutuhan saudaranya 

maka Allah memenuhi kebutuhannya. Barang siapa 

membebaskan seorang muslim dari kesulitan, maka Allah 

membebaskannya dari suatu kesulitan pada hari kiamat, dan 

barang siapa menutupi aib seorang muslim maka Allah akan 

menutupi aibnya pada hari kiamat." (H.R Bukhori dan Muslim).
31

 

Hadis di atas menggambarkan larangan dalam berbuat zalim 

kepada pekerja dengan mengambil haknya, Allah dan rasulnya 

mengharamkan perbuatan zalim melarang mereka saling 

menzalimi satu sama lain, karena kezaliman sendiri adalah haram. 

Pada akhirnya kezaliman itu pasti akan berujung kepada 
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kehancuran, Allah swt.  

Selain itu, kelayakan juga mencakup kondisi kesejahteraan 

pekerja yang meliputi kecukupan pangan, sandang, dan papan.. 

Seperti yang disebutkan dalam hadits berikut: 

قالَرسٕلَاللهَصهىَاللهَعهٍَّٔسهى:َإٌَاللهَٔضعَعبادََِعٍَأبًَررَرضًَاللهَعَُّقال:َ

ََّيًاَ نٍََاَنًؤيٍَفهٍَحسٍَإنٍّ،َٔيٍَكاٌَسٍذَاَنعبذَفهٍطعًَ َٔ تحتَظلْلَعبادَِ،َفًٍَكاٌَ

ََّيًاٌَهبس،َٔلََتَكهفَِٕياَلٌََطٍقٌٕ،َفئٌَتعبتىَفاعٍُِٕ  ٌأكم،َٔنٍهبس

"Dari Abu Dzar RA, ia berkata. "Rasulullah SAW bersabda, 

'(Nisab) saudara- saudara kalian telah Allah jadikan berada di 

bawah tangan kalian. Maka berilah mereka pakaian seperti apa 

yang kalian pakai, serta janganlah membebani mereka dengan 

sesuatu yang dapat memberatkan mereka. Dan jika kalian 

membebankan sesuatu kepada mereka, maka bantulah mereka. 

"(HR. Ibnu Majah).
32

 

Berdasarkan kedua hadits diatas itu merupakan himbauan 

bagi penyewa tenaga untuk memperlakukan pekerja seperti dia 

memperlakukan dirinya sendiri. Baik dari aspek kebutuhan pokok 

maupun kebutuhan lainnya Himbauan yang sifatnya menjadi 

sebuah keharusan tersebut, merupakan kontribusi nyata oleh Islam 

dalam menjunjung tinggi nilai-nilai kelayakan terhadap pekerja. 

Dalam hadits ini juga Seorang pekerja tidak seharusnya diberi 

sesuatu yang sangat berat atapun kesulitan yang memungkinkan 
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pekerja mengalami penderitaan yang besar sehingga dapat 

berakibat buruk pada kesehatannya.
33

 

7. Tunjangan Khusus Karyawan 

Tunjangan khusus karyawan adalah pemberian uang atau 

barang tambahan selain gaji pokok yang diberikan oleh 

perusahaan kepada karyawan sebagai bentuk penghargaan atau 

motivasi karyawan dalam bekerja.
34

 Pada usaha jahit tunjangan 

bisa saja diberikan oleh pemilik usaha sebagai bentuk kegigihan 

karyawan dalam bekerja dan juga sebagai bentuk kepuasaan 

pemilik usaha atas kinerja karyawannya.  

Tunjangan khusus karyawan bisa diberikan kapan saja 

oleh pemilik usaha, tunjangan khusus tidak hanya berupa uang 

namun bisa juga berupa barang. Pada usaha jahit yang ada di 

Kelurahan Pasar Taluk Kota Taluk Kuantan juga memberikan 

tunjangan khusus kepada karyawannya. Meskipun tunjangan 

khusus ini tidak diberikan secara terus menurus, tetapi diberikan 

pada saat hari-hari  tertentu ataupun momen-momen tertentu itu 

saja sudah membuat karyawan bahagia sebab bukan hanya gaji 

pokok yang mereka dapatkan tetapi mereka juga mendapatkan 

bonus atas hasil jerih payah mereka dalam bekerja. 
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B. Sistem Pemberian Upah Perspektif Ekonomi Syariah 

Sistem pemberian upah adalah hak yang dimiliki oleh pekerja dan 

harus di bayarkan oleh pemilik usaha sebagai bentuk imbalan atas tenaga 

yang telah dikeluarkan oleh karyawan, dan juga waktu yang telah di 

luangkan untuk menyelesaikan pekerjaan. Terlebih lagi pada usaha jahit 

pakaian dimana para karyawan akan mengeluarkan tenaga, waktu, 

tanggung jawab dan sebagainya. Di dalam ekonomi syariah tentunya 

pemberian upah yang diberikan harus sesuai dengan hukum Islam, agar 

usaha yang dijalankan lebih barokah dan sah dimata agama. 

Ekonomi syariah secara sederhana didefinisikan sebagai suatu 

cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk menyelesaikan 

permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara-cara Islam, yaitu 

berdasarkan kitab Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah Saw. 
35

 

Sebuah ilmu tentunya memiliki landasan hukum agar tidak 

dinyatakan sebagai sebuah bagian dari konsep pengetahuan, demikian 

pula dengan ekonomi Islam. Ada dasar hukum yang menjadi landasan 

pemikiran Islam tersebut adalah Al-Quran suratAl-Baqarah ayat 275, 

yang berbunyi:  
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Artinya: "Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri 

melainkan seperti berdirinya orang yang keasukan syaitan lantaran 

(tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah 

disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu 

sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan 

mengharamkan riba, orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan 

dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), makabaginya 

apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan) dan 

urusannya (terserah) kepada Allah orang kembali (mengambil riba), maka 

orang itu adalah penguin-penghuni neraka mereka kekal di dalamnya." 

(QS. Al-Baqarah: 2:275)
36

 

Pada saat ini masalah upah sangat penting dan berdampak luas. 

Secara makro, jika para pekerja menerima upah yang adil dan pantas, 

tidak hanya akan mempengaruhi daya beli yang pada akhirnya akan 

mempengaruhi standar penghidupan para pekerja beserta keluarga 

mereka. Adapun secara mikro, dalam rumah tangga perusahaan, tinggi 

rendahnya upah berkaitan erat dengan produktivitas para pekerja dalam 

proses peningkatan produksi, yang pada akhirnya akan mempengaruhi 

tingkat pendapatan perusahaan.
37

 Oleh sebab itu dalam pemberian upah 

perusahaan harus adil dan bijaksana dalam memberikan upah para 
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karyawan.  

Hukum Islam mengenal bentuk perjanjian yang disebut ijarah atau 

sewa menyewa. Dalam usaha jahit pakaian tentunya terdapat ijarah yaitu 

ijarah a‟yan, ijarah a‟yan adalah perjanjian sewa menyewa (tenaga) 

manusia atau tenaga kerja. Selain itu Ijarah dapat dimaksudkan sebagai 

pemilikan jasa seorang ajiir (orang yang dikontrak tenaganya) oleh 

Musta‟jir (orang yang mengontrak tenaganya), serta pemiliikan harta dari 

pihak musta‟jir oleh seorang ajiir. Jadi ijarah merupakan transaksi 

terhadap jasa tertentu yang disertai kompensasi. Jika transaksi tersebut 

berhubungan dengan seorang ajiir yang dimanfaatkan tenaganya, maka 

harus ditentukan bentuk kerjanya, upah, waktu serta tenaganya. Semua 

harus jelas karena transaksi yang masih kabur hukumnya adalah fasid 

(rusak).
38

  

Jadi jika berdasarkan pada ekonomi syariah kedua belah pihak 

mempunyai hak dan kewajiban setelah terikat dalam kontrak kerja 

tersebut, kewajiban keduanya adalah melaksanakan sesuai dengan 

perjanjian yang telah disepakati. Maka sistem pemeberian upah dalam 

ekonomi syariah itu harus sesuai dengan dasar hukum Islam.  
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C. Penelitian Terdahulu 

  Moch. Uzeir Mustaqfirin (2020),
39

 Analisis Pemberian Upah 

Konveksi WijayaTulungagung dalam Perspektif Ekonomi Islam. Hasil 

penelitian ini menyebutkan pemberian upah pada Konveksi Wijaya 

Tulungagung ini dilakukan dengan berbagai cara sistem pengupahan baik 

itu harian, mingguan, dan bulanan. Pemberian upaha yang dilakukan oleh 

usaha Konveksi Wijaya ini sudah dikatakan layak sebab sudah sesuai 

dengan akad (perjanjian) yang dilakukan antara pengusaha dengan 

karyawannya. Selain perjanjian ada juga komitmen dari para pihak yaitu 

antara pekerja (karyawan) dan pengusaha, dimana komitmen tersebut 

berisi tentang upah yang diterima harus sesuai dengan yang telah mereka 

kerjakan, mereka pun juga sudah puas dengan upah yang telah mereka 

terima, mereka pun juga akan mempunyai semangat tinggi untuk 

menghasilkan kinerja yang bagus. 

  Sistem pengupahan yang sudah dilakukan oleh pemilik usaha 

Konveksi Wijaya Tulungagung sudah sesuai dengan syariat ekonomi 

dalam Islam, bentuk pemberian upahnya pun beragam yaitu 

menggunakan sistem jangka waktu seperti harian, mingguan, bulanan dan 

juga presntasi atau seberapa banyak karyawan menyelesaikannya  

pekerjaannya.  Pada  usaha  Konveksi Wijaya Tulungagung karyawan 

sering mengambil upah pada akhir pekan atau perminggu. 
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Ahmad Saiful (2013),
40

 Implementasi Sistem Upah Terhadap 

Karyawan Konveksi di Kecamatan Bukit Raya Pekanbaru Menurut 

Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Home Konveksi Surya 

Pelangi Di Jalan Puyuh Mas). Hasil penelitian ini menyebutkan sistem 

upah pada karyawan menggunakan sistem upah borongan dan bulanan, 

dan implementasi upah pada karyawan Home Konveksi Surya Pelangi 

disini terkait dengan lima bagian yaitu dipengaruhi oleh lama bekerja, 

sistem kerja untuk menghasilkan barang produksi tidak ada batasan, 

profesionalitas karyawan, proses produksi dan jumlah produksi yang 

dihasilkan. 

Secara ekonomi Islam implementasi upah karyawan disini sudah 

sesuai dengan profesionalitas dalam bekerja dan dalam pemberian 

upahnya. Jika berdasarkan ekonomi Islam sistem pemberian upah sudah 

sesuai, namun jika berdasarkan dengan UMP atau sekarang ini disebut 

dengan UMR itu tidak sesuai sebab mahalnya bahan baku yang ada di 

pasaran menyebabkan bahan yang di produksi jadi minim, dengan 

minimnya produksi barang tersebut dapat menyebabkan kurang pula 

pemasukan karyawan, sebab pengupahan juga dilihat dari produksi yang 

dibuat oleh karyawan. Intinya bentuk pengupahan pada Home Konveksi 

Surya Pelangi ini berdasarkan dari banyak produk yang dibuat oleh 
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karyawan. 

Ahmad Holidi (2014),
41

 Sistem Pemberian Upah Karyawan dan 

Pengaruhnya Terhadap Motivasi Kerja Dalam Perspektif Ekonomi Islam 

di Perusahaan Jasa Jahit Dedy Tailor Desa Sintung Kecamatan 

Pringgarata Lombok Tengah. Hasil penelitian ini menyebutkan Sistem 

pemberian upah yang diterapkan oleh pihak perusahaan jasa jahit Dedy 

Tailor yaitu, pihak perusahaan memberikan upah kepada para karyawan 

setelah pakaian yang dijahit diambil oleh pelanggannya, kemudian pihak 

perusahaan memberikan upah kepada para karyawan sesuai keinginannya 

tanpa memikirkan kebutuhan para karyawannya sendiri, setelah itu pihak 

perusahaan memberikan upah para karyawan dengan tempo yang tidak 

jelas dengan jumlah sedikit demi sedikit yang membuat kebutuhan para 

karyawan tidak terpenuhi, dan pihak perusahaan memberikan upah 

kepada karyawannya secaага berangsur-angsur dan menunda-nunda 

pemberian upah yang menjadi hak sepenuhnya bagi para karyawan. 

Dalam tinjauan ekonomi Islam, sistem pemberian upah karyawan 

pada perusahaan jasa jahit Dedy Tailor di desa Sintung Kecamatan 

Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah belum sesuai dan ada 

kesenjangan dengan Syari'at Islam, ini dapat dilihat dari pembeayaran 

upah, yang mana upah para karyawan diberikan dengan waktu tempo 
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 Ahmad Holidi, Sistem Pemberian Upah Karyawan dan Pengaruhnya Terhadap Motivasi 

Kerja Dalam Perspektif Ekonomi Islam di Perusahaan Jasa Jahit Dedy Tailor Desa Sintung 

Kecamatan Pringgarata Lombok Tengah, (Disertai: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Mataram, 

2014), h. 71-72. 
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yang tidak jelas, membayar upah dengan berangsur-angsur atau kredit 

sehingga membuat para karyawan merasa tidak nyaman bekerja dan 

merasa terzhalimi. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Pendekatan  Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Field 

Research penelitian ini dilakukan langsung di lapangan, dimana peneliti 

menggunakan informasi yang diperoleh dari sasaran penelitian yang 

selanjutnya disebut dengan informan melalui instrumen pengumpulan data 

seperti angket, observasi, wawancara dan sebagainya.
42

  Pendekatan yang 

digunakan adalah pendekatan penelitian kualitatif. Pendekatan penelitian 

kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada 

kondisi obyek yang alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrumen 

kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara trianggulasi, analisis 

data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan 

makna dari pada generalisasi.
43

 

Adapun yang menyebutkan bahwa pendekatan penelitian kualitatif 

yaitu penelitian yang berupaya guna memahami gejala-gejala yang 

sedemikian rupa tak memerlukan kuantifikasi, atau karena gejala-gejala 

tersebut tak memungkinkan diukur secara tepat.
44

  Jadi pada pendekatan 

penelitian kualitatif ini peneliti melakukan analisis-analisis fenomena pada 

pengupahan dalam usaha jahit pakaian, dan penelitian menjabarkan 

beberapa teori sebagai penguat dari penelitian ini. 
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B. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Pasar Taluk, Kota Teluk 

Kuantan. Adapun alasan peneliti memilih lokasi penelitian ini adalah 

karena lokasi ini banyak usaha jahit yang memang mempunyai karyawan 

yang banyak sehingga diharapkan dapat memberikan data lebih valid 

tentang mekanisme analisis sistem pemberian upah pada usaha jahit 

pakaian Kelurahan Pasar Taluk Kota Taluk Kuantan perspektif ekonomi 

syariah. 

C. Subjek dan Objek Penelitian 

a. Subjek adalah sumber data yang diperoleh dari individu untuk 

dijadikan sebagai data dalam penelitian.
45

 Subjek dalam penelitian ini 

adalah pihak pengusaha/pemilik usaha dan karyawan yang bekerja di 

usaha jahit yang diteliti oleh peneliti di Kelurahan Pasar Taluk Kota 

Taluk Kuantan. 

b. Objek adalah suatu kondisi yang menggambarkan atau menerangkan 

suatu situasi dari objek yang akan diteliti untuk mendapatkan 

gambaran yang jelas dari suatu penelitian.
46

 Objek dalam penelitian 

ini yaitu analisis upah terhadap kinerja karyawan di usaha jahit 

pakaian di Kelurahan Pasar Taluk, Kota Taluk Kuantan perspektif 

ekonomi syariah. 
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 Mochamad, Nashrullah, et.al., Metodologi Penelitian Pendidikan (Prosedur Penelitian, 

Subyek Penelitian, dan Pengembangan Teknik Pengumpulan Data), (Sidoarjo: UMSIDA Press, 

2023), h. 1. 
46
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D. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini sebagai berikut: 

a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti 

dari orang yang bersangkutan atau informan.
47

 Pada penelitian ini data 

primer nya dari pengusaha jahit pakaian di Kelurahan Pasar Taluk, 

Kota Teluk Kuantan dengan cara turun langsung kelapangan. 

b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku-buku ataupun 

referensi lainnya yang memiliki relevansi dengan pembahasan yang 

penulis teliti.
48

 

E. Informan Penelitian 

Informan adalah seseorang atau individu yang akan memberikan 

informasi terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Informan ini 

merupakan orang atau individu yang terkait secara langsung dengan data 

penelitian yang dibutuhkan. 

Informan dalam penelitian ini adalah 6 orang pemilik usaha jahit 

yang terdapat di Kelurahan Pasar Taluk dan juga 5 orang karyawan yang 

bekerja di setiap usaha jahit tersebut. Jadi jumlah keseluruhan informan 

dalam penelitian ini adalah berjumlah 36 orang. 

F. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu: 

a. Observasi adalah penulis melakukan pengamatan langsung di 
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lokasi penelitian. 

b. Wawancara adalah cara melakukan pengumpulan data dengan 

wawancara secara langsung dengan beberapa pemilik usaha dan 

karyawan di usaha jahit tersebut. 

c. Dokumentasi adalah bentuk pengumpulan data dengan 

mempelajari dokumen, seperti buku, arsip, tulisan, angka, gambar 

dan gambar. 

G. Teknik Analisis Data 

Analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis 

deskriptif, Teknik analisis data deskriptif pada penelitian kualitatif ini 

berupa proses menganalisis, menggambarkan dan meringkas kejadian atau 

fenomena dari data yang diperoleh melalui proses wawancara maupun 

pengamatan langsung ke lapangan. Adapun tujuan dari analisis deskriptif 

kualitatif adalah untuk menggambarkan secara utuh dan mendalam 

mengenai kejadian berbagai fenomena atau permasalahan yang diteliti.
49
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian dan pengumpulan data yang telah penulis 

paparkan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan 

dalam penelitian ini, yakni 

1. Pada usaha jahit pakaian yang telah diteliti, sistem pemberian upah 

yang diberikan bermacam-macam ada yang berdasarkan sistem upah 

borongan, sistem upah kesatuan hasil, sistem upah potongan, sistem 

upah mingguan, sistem upah komisi, sistem upah premi, dan sistem 

upah bulanan. Berdasarkan sistem upah yang telah diterapkan upah 

yang diberikan oleh pemilik usaha sudah berdasarkan komunikasi 

ataupun kesepakatan antara pemilik usaha dan karyawannya. 

2. Ditinjau dari perspektif Ekonomi Syariah tentang sistem pengupahan 

pada Usaha jahit pakaian di Kelurahan Pasar Taluk ini adalah praktik 

pengupahan yang diberikan sudah sesuai dengan ekonomi syariah 

bentuk pengupahan yang diberikan sudah bersifat adil dan juga layak, 

jika berdasarkan kesepakatan yang telah dibuat. 

B. Saran 

Dari kesimpulan di atas, peneliti memberikan saran-saran yang 

mungkin dapat dilaksanakan dalam pemberian upah pada karyawan di 

beberapa usaha jahit pakaian di Kelurahan Pasar Taluk yang telah di teliti 
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oleh penulis, beberapa saran yang diberikan yaitu: 

1. Pada usaha jahit yang ada di Kelurahan Pasar Taluk para pemilik 

usaha harus bisa untuk selalu menepati kesepakatan dan perjanjian 

yang sudah di sepakati sebelumnya, agar karyawan tidak bermalas-

malasan dalam bekerja, serta karyawan juga harus meningkatkan 

kinerjanya menjadi lebih baik lagi agar apa yang diberikan untuk 

pelanggan merupakan produk terbaik. Dengan adanya peningkatan 

kinerja yang baik maka produk yang dihasilkan akan sesuai dengan 

kepuasan hati pelanggan, jika pelanggan puas maka mereka akan 

selalu memesan produk dari tempat usaha jahit tersebut. 

2. Agar usaha yang dijalankan sesuai dengan syariat Islam dan sesuai 

dengan hukum ekonomi syariah maka pemilik usaha harus bisa 

memahami perspektif ekonomi syariah yang sesuai dalam Islam agar 

usaha yang dijalankan berkah dan berjalan dengan lancar, serta tidak 

melanggar hukum pada ekonomi syariah yang ada. 
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Lampiran 1.1 Kuesioner Penelitian 

 

KUESIONER PENELITIAN 

Berikut adalah kuesioner yang berkaitan dengan penelitian “Analisis 

Sistem Pemberian Upah Pada Usaha Jahit Pakaian Kelurahan Pasar Taluk Kota 

Taluk Kuantan Perspektif  Ekonomi Syariah”, yang diperlukan untuk informasi 

penelitian saya, maka dari itu saya mohon kesedian Bapak/Ibu/Sdr/I meluangkan 

waktu untuk mengisi atau menjawab pertanyaan yang di lampirkan. 

1. Nova Taylor 

a. Pertanyaan untuk pemilik usaha 

1. Bagaimana sistem pengupahan yang diterapkan oleh usaha jahit pakaian 

di Kelurahan Pasar Taluk? 

Jawaban: Tentunya sistem pemberian upah yang diberikan berbeda-beda, 

pada usaha jahit Nova Taylor upah yang diberikan ada beberapa yaitu 

sistem pengupahan borongan, upah ini biasanya ketika ada pesanan baju 

sekolah dalam jumlah yang besar. Ada upah berdasarkan kesatuan hasil 

dan sistem upah potongan. 

2. Apakah sistem pemberian upah yang diberikan sangat mempengaruhi 

semangat bekerja karyawan? 



 
 

 
 

 
 

Jawaban: Tentunya iya, jika upah diberikan tidak sesuai dengan hasil 

kerjanya maka karyawan akan marah dan kesal sehingga kinerjanya 

menurun, sebaliknya jika upah yang diberikan tepat waktu maka 

semangat karyawan dalam bekerja akan meningkat. 

3. Apakah ada keluhan dari karyawan dalam pemberian upah?  

Jawaban: Alhamdulillah sejauh ini belum ada sama sekali. 

4. Apakah pemberian upah yang diberikan sudah sesuai dengan ketentuan 

ekonomi syariah? 

Jawaban: Sudah sesuai. 

5. Apakah dalam penetapan upah pada usaha jahit sudah adil dan seimbang 

sesuai dengan ekonomi syariah? 

Jawaban: Sudah seimbang dan sesuai. 

6. Apakah ada faktor-faktor yang mempengaruhi pengupahan pada 

karyawan di usaha jahit pakain di Kelurahan Pasar Taluk ini? 

Jawaban: Terkadang ada misalnya tanggung jawab dan kerajinannya 

dalam bekerja. 

b. Pertanyaan untuk karyawan 

1. Apakah ada tunjangan khusus yang diberikan oleh pemilik usaha kepada 



 
 

 
 

 
 

karyawan selain upah? 

Jawaban: Ada, biasanya tunjangan khusus itu diberikan pada saat 

mendekati lebaran Idul Fitri. 

2. Apakah pengupahan yang diberikan sudah efektif dan sesuai dengan 

perjanjian? 

Jawaban: Sangat sesuai dan tidak pernah telat dalam pembayaran upah. 

3. Apakah pekerjaan yang dilakukan sudah sepadan dengan upah yang 

diberikan untuk para pekerja? 

Jawaban: Tentunya sudah, jika tidak sepadan maka karyawan akan 

komplain. 

4. Apakah pembayaran upah dilakukan tepat waktu? 

Jawaban: Iya, pembayaran upah selalu dilakukan tepat waktu tanpa ada 

keterlambatan dalam pembayaran. 

5. Bagaimana pandangan para pekerja dengan pengupahan yang dilakukan? 

Apakah sudah layak dan adil? 

Jawaban: Berdasarkan pendapat karyawan saya sudah, sebab apa yang 

saya berikan sudah berdasarkan perjanjian sebelumnya. 

2. Enek Taylor 



 
 

 
 

 
 

a. Pertanyaan untuk pemilik usaha 

1. Bagaimana sistem pengupahan yang diterapkan oleh usaha jahit pakaian 

di Kelurahan Pasar Taluk? 

Jawaban: Pada usaha jahit yang saya punya saya menerapkan sistem upah 

dengan borongan, dan upah mingguan. 

2. Apakah sistem pemberian upah yang diberikan sangat mempengaruhi 

semangat bekerja karyawan? 

Jawaban: Menurut saya pribadi tentunya iya jika upah yang diberikan 

sesuai maka para karyawan akan rajin dan semangat dalam bekerja. 

3. Apakah ada keluhan dari karyawan dalam pemberian upah?  

Jawaban: Dulu awalnya ada karena ada beberapa kendala yang terjadi 

sehingga karyawan mengeluh, namun karena keluhan karyawan tersebut 

sebagai pemilik usaha berusaha untuk memperbaiki kendala tersebut. 

4. Apakah pemberian upah yang diberikan sudah sesuai dengan ketentuan 

ekonomi syariah? 

Jawaban: Tentunya sudah, jika tidak berdasarkan hukum Islam maka 

akan haram jatuhnya uang yang dihasilkan. 

5. Apakah dalam penetapan upah pada usaha jahit sudah adil dan seimbang 

sesuai dengan ekonomi syariah? 



 
 

 
 

 
 

Jawaban: Menurut saya sudah sesuai. 

6. Apakah ada faktor-faktor yang mempengaruhi pengupahan pada 

karyawan di usaha jahit pakain di Kelurahan Pasar Taluk ini? 

Jawaban: Tidak ada sama sekali, sebab para karyawan sudah bekerja 

sesuai dengan intruksi. 

b. Pertanyaan untuk karyawan 

1. Apakah ada tunjangan khusus yang diberikan oleh pemilik usaha kepada 

karyawan selain upah? 

Jawaban: Ada, tapi tunjangan khusus yang saya berikan bukan berupa 

uang namun berupa sembako, biasanya saya berikan pada saat bulan 

Ramadhan. 

2. Apakah pengupahan yang diberikan sudah efektif dan sesuai dengan 

perjanjian? 

Jawaban: Sangat sesuai, sebab usaha jahit saya ini sudah 

memprioritaskan karyawan, agar barang yang dihasilkan bagus dan 

memuaskan hati konsumen. 

3. Apakah pekerjaan yang dilakukan sudah sepadan dengan upah yang 

diberikan untuk para pekerja? 

Jawaban: Dulu awalnya kurang sepadan, namun setelah berjalannya 



 
 

 
 

 
 

waktu sudah sesuai dan sangat memuaskan. 

4. Apakah pembayaran upah dilakukan tepat waktu? 

Jawaban: Ada beberapa kali keterlambatan dalam pembayaran upah, 

namun sekarang upah sudah diberikan tepat waktu. 

5. Bagaimana pandangan para pekerja dengan pengupahan yang dilakukan? 

Apakah sudah layak dan adil? 

Jawaban: Berdasarkan komunikasi dan kesepakatan antara saya dan 

karyawan, mereka mengatakan upah yang diberikan sudah adil dan layak. 

3. Dede Taylor 

a. Pertanyaan untuk pemilik usaha 

1. Bagaimana sistem pengupahan yang diterapkan oleh usaha jahit pakaian 

di Kelurahan Pasar Taluk? 

Jawaban: Pada usaha jahit saya sendiri menerapkan upah komisi dan 

upah borongan. 

2. Apakah sistem pemberian upah yang diberikan sangat mempengaruhi 

semangat bekerja karyawan? 

Jawaban: Menurut saya pribadi iya.  

3. Apakah ada keluhan dari karyawan dalam pemberian upah?  



 
 

 
 

 
 

Jawaban: Pastinya ada namun keluhan ini hanya pada pesanan bukan 

pada pengupahan. 

4. Apakah pemberian upah yang diberikan sudah sesuai dengan ketentuan 

ekonomi syariah? 

Jawaban: Menurut saya sudah, sebab upah yang baik adalah upah yang 

layak dan adil. 

5. Apakah dalam penetapan upah pada usaha jahit sudah adil dan seimbang 

sesuai dengan ekonomi syariah? 

Jawaban: Tentunya sudah. 

6. Apakah ada faktor-faktor yang mempengaruhi pengupahan pada 

karyawan di usaha jahit pakain di Kelurahan Pasar Taluk ini? 

Jawaban: Tentunya ada misalnya  tanggung jawab karyawan dalam 

menyelesaikan pekerjaannya. 

b. Pertanyaan untuk karyawan 

1. Apakah ada tunjangan khusus yang diberikan oleh pemilik usaha kepada 

karyawan selain upah? 

Jawaban: Ada yaitu seperti bonus jika omset yang di dapat banyak. 

2. Apakah pengupahan yang diberikan sudah efektif dan sesuai dengan 



 
 

 
 

 
 

perjanjian? 

Jawaban: Sudah efektif, sebab kepuasan karyawan dalam bekerja 

merupakan prioritas pemilik usaha. 

3. Apakah pekerjaan yang dilakukan sudah sepadan dengan upah yang 

diberikan untuk para pekerja? 

Jawaban: Untuk saat ini sudah. 

4. Apakah pembayaran upah dilakukan tepat waktu? 

Jawaban: Sudah tepat waktu, dan tidak pernah mengalami keterlambatam 

dalam pembayaran. 

5. Bagaimana pandangan para pekerja dengan pengupahan yang dilakukan? 

Apakah sudah layak dan adil? 

Jawaban: Sudah sangat sesuai dengan kesepakatan. 

4. Eka Taylor 

a. Pertanyaan untuk pemilik usaha 

1. Bagaimana sistem pengupahan yang diterapkan oleh usaha jahit pakaian 

di Kelurahan Pasar Taluk? 

Jawaban: Saya menerapkan sistem upah mingguan dan upah premi atau 

upah potongan. 



 
 

 
 

 
 

2. Apakah sistem pemberian upah yang diberikan sangat mempengaruhi 

semangat bekerja karyawan? 

Jawaban: Tentunya iya jika upah yang dibayarkan sesuai dengan hasil 

kerja mereka maka di tahap selanjutnya mereka akan lebih giat dalam 

bekerja. 

3. Apakah ada keluhan dari karyawan dalam pemberian upah?  

Jawaban: Sejauh ini tidak ada sebab sebelum mereka bekerja saya dan 

karyawan akan berkomunikasi atau membahas tentang perjanjian dalam 

pekerjaannya. 

4. Apakah pemberian upah yang diberikan sudah sesuai dengan ketentuan 

ekonomi syariah? 

Jawaban: Menurut saya pribadi sudah. 

5. Apakah dalam penetapan upah pada usaha jahit sudah adil dan seimbang 

sesuai dengan ekonomi syariah? 

Jawaban: Tentunya harus, sebab jika tidak seimbang hal seperti itulah 

yang menimbulkan keluhan dari para karyawan. 

6. Apakah ada faktor-faktor yang mempengaruhi pengupahan pada 

karyawan di usaha jahit pakain di Kelurahan Pasar Taluk ini? 

Jawaban: Tidak ada, sebab menurut saya pribadi mereka sudah paham 



 
 

 
 

 
 

sebagaimana mereka bekerja dengan baik dan benar. 

b. Pertanyaan untuk karyawan 

1. Apakah ada tunjangan khusus yang diberikan oleh pemilik usaha kepada 

karyawan selain upah? 

Jawaban: Ada biasanya jika ada pesanan dalam jumlah besar, biasanya 

saya akan memberikan sedikit bonus. 

2. Apakah pengupahan yang diberikan sudah efektif dan sesuai dengan 

perjanjian? 

Jawaban: Sudah sesuai dengan perjanjian. 

3. Apakah pekerjaan yang dilakukan sudah sepadan dengan upah yang 

diberikan untuk para pekerja? 

Jawaban: Tentunya sudah. 

4. Apakah pembayaran upah dilakukan tepat waktu? 

Jawaban: Selalu tepat waktu, agar karyawan juga maksimal dalam 

bekerja dan menyiapkan pesanan para pelanggan atau konsumen. 

5. Bagaimana pandangan para pekerja dengan pengupahan yang dilakukan? 

Apakah sudah layak dan adil? 

Jawaban: Sudah layak dan adil. 



 
 

 
 

 
 

5. Deni Taylor 

a. Pertanyaan untuk pemilik usaha 

1. Bagaimana sistem pengupahan yang diterapkan oleh usaha jahit pakaian 

di Kelurahan Pasar Taluk? 

Jawaban: Saya menerapkan upah kesatuan hasil. 

2. Apakah sistem pemberian upah yang diberikan sangat mempengaruhi 

semangat bekerja karyawan? 

Jawaban: Iya, namun karena bentuk pengupahannya kesatuan hasil maka 

upah setiap karyawan berbeda-beda. 

3. Apakah ada keluhan dari karyawan dalam pemberian upah?  

Jawaban: Awalnya ada, namun sekarang sudah tidak ada lagi. 

4. Apakah pemberian upah yang diberikan sudah sesuai dengan ketentuan 

ekonomi syariah? 

Jawaban: Sudah sesuai. 

5. Apakah dalam penetapan upah pada usaha jahit sudah adil dan seimbang 

sesuai dengan ekonomi syariah? 

Jawaban: Tentunya sudah. 

6. Apakah ada faktor-faktor yang mempengaruhi pengupahan pada 



 
 

 
 

 
 

karyawan di usaha jahit pakain di Kelurahan Pasar Taluk ini? 

Jawaban: Faktornya yaitu hasil dan juga kecekatan dalam penyelesaian 

pesanan. 

b. Pertanyaan untuk karyawan 

1. Apakah ada tunjangan khusus yang diberikan oleh pemilik usaha kepada 

karyawan selain upah? 

Jawaban: Ada, yaitu berupa tunjangan hari raya berbentuk sembako. 

2. Apakah pengupahan yang diberikan sudah efektif dan sesuai dengan 

perjanjian? 

Jawaban: Awalnya karyawan merasa tidak efektif sebab pengupahan 

berdasarkankan kesatuan hasil menurut mereka tidak adil, namun 

berjalannya waktu mereka mulai paham akan bentuk pengupahan seperti 

ini. 

3. Apakah pekerjaan yang dilakukan sudah sepadan dengan upah yang 

diberikan untuk para pekerja? 

Jawaban: Tentunya sudah, sebab jika tidak sepadan maka karyawan akan 

mengeluh dan produk yang dihasilkan tidak akan maksimal dan bisa 

menyebabkan usaha jahit tersebut rugi. 

4. Apakah pembayaran upah dilakukan tepat waktu? 



 
 

 
 

 
 

Jawaban: Ya sudah dibayarkan tepat waktu. 

5. Bagaimana pandangan para pekerja dengan pengupahan yang dilakukan? 

Apakah sudah layak dan adil? 

Jawaban: Dulu karyawan saya merasa tidak adil, namun sebelum 

bekerjakan sudah ada kesepakatan mau tidak mau mereka harus 

menerima konsekuensi sesuai dengan kesepakatan yang ada, maka sejak 

saat itu apa yang saya terapkan ini sudah dirasa adil oleh mereka. 

6. Tugu Pelajar Taylor 

a. Pertanyaan untuk pemilik usaha 

1. Bagaimana sistem pengupahan yang diterapkan oleh usaha jahit pakaian 

di Kelurahan Pasar Taluk? 

Jawaban: Sistem upah bulanan. 

2. Apakah sistem pemberian upah yang diberikan sangat mempengaruhi 

semangat bekerja karyawan? 

Jawaban: Menurut saya iya, jika upah diberikan sesuai maka mereka akan 

rajin dan bertanggung jawab dalam bekerja. 

3. Apakah ada keluhan dari karyawan dalam pemberian upah?  

Jawaban: Sejauh ini tidak ada. 



 
 

 
 

 
 

4. Apakah pemberian upah yang diberikan sudah sesuai dengan ketentuan 

ekonomi syariah? 

Jawaban: Jika dilihat dari keadilan saya rasa sudah. 

5. Apakah dalam penetapan upah pada usaha jahit sudah adil dan seimbang 

sesuai dengan ekonomi syariah? 

Jawaban: Sudah seimbang. 

6. Apakah ada faktor-faktor yang mempengaruhi pengupahan pada 

karyawan di usaha jahit pakain di Kelurahan Pasar Taluk ini? 

Jawaban: Ada yaitu kedisplinan dan tanggung jawab dalam bekerja. 

b. Pertanyaan untuk karyawan 

1. Apakah ada tunjangan khusus yang diberikan oleh pemilik usaha kepada 

karyawan selain upah? 

Jawaban: 

2. Apakah pengupahan yang diberikan sudah efektif dan sesuai dengan 

perjanjian? 

Jawaban: 

3. Apakah pekerjaan yang dilakukan sudah sepadan dengan upah yang 

diberikan untuk para pekerja? 



 
 

 
 

 
 

Jawaban: Ada, sesekali saya memberikan mereka bonus saat banyaknya 

pesanan, ya meskipun yang saya berikan tidak banyak. 

4. Apakah pembayaran upah dilakukan tepat waktu? 

Jawaban: Ya selalu dibayarkan tepat waktu, sebab upah merupakan hak 

wajib dari pemilik usaha untuk karyawan, dan upah pun sudah 

dibayarkan tepat waktu. 

5. Bagaimana pandangan para pekerja dengan pengupahan yang dilakukan? 

Apakah sudah layak dan adil? 

Jawaban: Sudah tentunya, sebab bentuk pemberian upah yang diberikan 

sudah berdasarkan komunikasi antara pemilik usaha dan karyawannya. 

 

 

 



 
 

 
 

 
 

Lampiran 02. Dokumentasi Peneliti               

 

     Gambar.1 Wawancara dengan karyawan usaha jahit pakaian 

        

 

Gambar 1.2 Wawancara dengan karyawan usaha jahit 



 
 

 
 

 
 

                                   

           Gambar 1.3 Wawancara dengan pemilik usaha dan karyawan 

          

                          

               Gambar 1.4 Wawancara dengan karyawan usaha jahit 
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